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Abstract  

This type of research was qualitatively descriptive with the objective for 

analyzing the strategies carried out by the Parisada institution in Hindu law 

enforcement in the midst of social interaction of the people of Basarang sub-district of 

Kapuas Regency. The informant in this study was  the administrator of Parisada Hindu 

Dharma Indonesia (PHDI) Basarang sub-district.  This research was conducted by means 

of in-depth int erviews and the data obtained was analyzed and described in the form of 

words . The conclusion of this research was that the strategy of the Parisada institution in 

the enforcement of Hindu Law in the midst of social interaction in Basarang District of 

Kapuas Regency was carried out in an organizational approach by demonstrating its  

role as a supervisory institution and community organizer with its authority to enforce 

Hindu law with restrictions on the Articles of Association of Parisada Province and 

Central Parisada. Activities applied to all activities of Hindu so ciety refered to the 

constitutionalized Hindu Law in awig -awig.  Arrangements in marriage, arrangements 

in yadnya arrangements in divorce, arrangements in inheritance and other issues were 

regulated by awig-awig as legal guidelines sourced from the Vedas and Manawadharma 

li terature. The strategy of the Parisada institution in resolving the problem of violations 

of Hi ndu law, if the violation entered  the realm of custom, then Parisada as a partner of 

the Customs Council in resolving the problem by mediating i t. Parisada as a partner of 

Kelihan Adat in resolving problems through mediation.  If in solving the problem 

Kelihan adat cannot solve it, then the problem was delegated to Parisada to resolve it 

with the authority to be in the Parisada institution to resolve it until a dec ision was 

made by the Parisada institution with a strategy of deciding cases based on Hindu legal 

considerations. 
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Abstrak  

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskripti f dengan tujuan untuk 

menganalisis strategi yang dilakukan lembaga Parisada dalam penegakan hukum 

Hindu di tengah interaksi sosial masyaraka t kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas. 

Informan dalam penelitian ini adalah pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia  

(PHDI)  Kecamatan Basarang. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawa ncara yang 

mendalam dan data yang didapatkan dianalisis dan dideskripsikan dalam bentuk kata -

kata. Simpulan dari penelitian in i yaitu strategi lembaga Parisada dalam penegakan 

Hukum Hindu di tengah interaksi sosial di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas 

adalah dilakukan dengan cara pendekatan secara organisasional dengan menunjukkan 

perannya sebagai lembaga pembina dan pengayom umat dengan kewenangannya 

untuk menegakkan hukum Hindu dengan b atasan pada Anggaran Dasar Parisada 

Provinsi dan Parisada Pusat. Kegiatan yang diterapkan pada semua aktivitas 

masyarakat Hindu merujuk pada Hukum Hindu yang konkritisasi dal am awig -awig. 

Pengaturan dalam perkawinan, pengaturan dalam yadnya pengaturan dala m 

perceraian, pengaturan dalam pewarisan dan masalah lainnya diatur dengan awig-awig 

sebagai pedoman Hukum  yang bersumber dari Weda dan Manawadharma sastra. Strategi 

lembaga Parisada dalam menyelesaikan masalah pelanggaran terhadap hukum Hindu, 

apabila pelanggaran masuk ke ranah adat, maka Parisada sebagai mitra Kelihan Ad at 

dalam penyelesaian masalah dengan memediasinya. Apabila dalam penyelesaian 

masalah Kelihan adat tidak dapat menyelesaikan, maka permasalahan tersebut 

dilimpahkan kepada Parisada untuk m enyelesaikannnya dengan kewenangan  berada 

di lembaga Parisada untuk menyelesaikannya sampai adanya putusan yang ditetapkan 

oleh lembaga Parisada dengan strategi memutus perkara dengan dasar pertimbangan 

hukum  Hindu . 
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I. Pendahuluan  

Pergaulan hidup dan p erkembangan jaman tidak bisa kita hindar i, mau nggak 

mau kita harus mengikuti arus globalisasi  yang mengarah ke perubahan sosial 

masyarakat. Sebagai umat Hindu/Hindu Kaharingan harus mampu mengiku ti 

perkembangan jaman ingin  hidup  damai, memegang azas berkeadilan, berahklak mulia 
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